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, ABSTRAK

Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang
memerlukan pembelaaan secara cuma-cuma baik di luar maupun didalam pengadilan,
baik secara pidana, perdata dan tata usaha negara, dari seseorang yang mengerti
seluk-beluk pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah hukum, serta hak asasi manusia.
Pemberian Bantuan Hukum merupakan perwujudan dari persamaan di dalam hukum
yang merupakan salah satu prinsip Hak Asasi Manusia, pemberian bantuan hukum
juga di atur dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana yang memberikan kriteria-kriteria tertentu scbagai syarat
seseorang untuk dapat diberikan bantuan hukum. Dalam sistem peradilan pidana,
bantuan hukum merupakan sarana terciptanya proses persidangan yang berimbang
dan adil. Namun, kriteria-kriteria tertentu sebagai syarat pemberian bantuan hukum
dalam Pasal 56 ayat (1) tersebut merupakan kelemahan tersendiri yang dikhawatirkan
dapat menciderai Hak Asasi manusia dan tidak tercapainya proses peradilan yang
berimbang dan adil dalam peradilan pidana.

Kata kunci : Bantuan Hukum, Persamaan Kedudukan di Hadapan Hukum, Hak Asasi
Manusia

Pembimbing Utama, Pembimbing Pembantu

Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H.. M.H. Indah Febriani, S.H., M.H.
NIP : 196112091989031001 NIP : 197902282002122004
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bantuan hukum atau legal aid adalah segala bentuk bantuan hukum baik berbentuk pemberian
nasihat hukum maupun yang berupa kuasa dari seseorang yang menghadapi masalah hukum®, yang
diberikan kepada orang yang tidak mampu secara ekonomi (miskin)?> untuk menyewa pengacara.
Pengertian bantuan hukum menurut Pasal 1 angka 1 Undang— Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang
Bantuan Hukum, bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum
secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor
18 Tahun 2003 tentang Advokat, bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara

cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu.®

Bantuan hukum dalam pengertian luas diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan-golongan
yang tidak mampu dalam bidang hukum. Menurut Adnan Buyung Nasution,* upaya ini mempunyai tiga
aspek yang saling berkaitan; yaitu aspek perumusan peraturan-peraturan hukum, aspek pengawasan
terhadap mekanisme untuk menjaga agar aturan-aturan itu ditaati, dan aspek pendidikan masyarakat agar

aturan-aturan itu dihayati.

! Lingkup masalah hukum dalam pemberian bantuan hukum menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Pasal 4
ayat (2) yaitu masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi.

2 Miskin dalam pengertian penerima bantuan hukum menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Pasal 5 adalah
setiap orang atau kelompok yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Hak dasar meliputi:

- hak atas pangan

- sandang

- layanan kesehatan

- layanan pendidikan

- pekerjaan dan berusaha

- perumahan

¥ Monang Siahaan, Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana, Jakarta: PT Grasindo, 2017, him. 24.

* Adnan Buyung nasution, Bantuan Hukum di Indonesia dalam Bambang Sunggono dan Anies Harianto, Bantuan
Hukum dan Hak asasi Manusia, Bandung: Mandar Maju, 2017, him.7.



Sangat berbahaya untuk mengandalkan bahwa aturan-aturan hukum yang ada sekarang sudah cukup
sempurna dan tangguh untuk melindungi golongan masyarakat yang tidak mampu, aturan-aturan hukum
tersebut perlu dikaji ulang untuk memperbaiki dan menambah aturan-aturan hukum tersebut agar dapat
mengimbangi kecepatan dinamika masyarakat. Aspek kedua masih kurang mendapat perhatian dalam
kegiatan bantuan hukum, hal tersebut dilatrabelakangi oleh faktor kurangnya fasilitas yang dimiliki
organisasi-organisasi bantuan hukum, baik fasilitas dana maupun tenaga ahli sehingga penelitian-
penelitian mengenai apakah peraturan hukum yang berlaku sekarang masih perlu dipertahankan,
diperbaiki, ditambah, atau bahkan diganti masih belum banyak dilakukan, dalam konteks yang demikian
itulah keberadaan organisasi-organisasi bantuan hukum memiliki arti penting karena berfungsi sebagai
salah satu unsur masyarakat yang dapat mengawasi implementasi hal-hal tersebut. Aspek ketiga besar
artinya bagi pendidikan masyarakat khususnya untuk membangkitkan dan meningkatkan kesadaran

masyarakat akan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya.’

Berdasarkan pemikiran Adnan Buyung Nasution tersebut dapat diketahui setidaknya terdapat dua
hal penting berkaitan dengan bantuan hukum dalam pengertiannya yang luas, pertama bantuan hukum
merupakan suatu gerakan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyaraakat akan hak-hak dan
kewajiban mereka sebagai manusia dan sebagai warga negara Republik Indonesia. Kedua, bantuan
hukum juga berarti usaha untuk melakukan perbaikan-perbaikan hukum agar hukum dapat memenuhi

kebutuhan rakyat dan mengikuti perubahan zaman.®

Dalam sejarahnya, bantuan hukum berawal dari sikap kedermawanan sekelompok elite gereja

kepada para pengikutnya, pada saat tersebut bantuan hukum diartikan sebagai bantuan dalam segala hal

® Febri Handayani, Bantuan Hukum di Indonesia,Yogyakarta: Kalimedia, 2016, him.2.
6 -
Ibid., him.3.



baik ekonomi, sosial, agama maupun adat.” Dasar berpijak secara perlahan berkembang dari
“kedermawanan” berubah menjadi “hak” dimana setiap klien yang terampas haknya boleh mendapatkan

bantuan hukum.®

Di Indonesia, aturan mengenai bantuan hukum telah ada sejak zaman penjajahan Belanda, yang
diatur dalam Pasal 250 Herziene Indische Reglement (HIR)® menurut pasal tersebut, advokat diminta
bantuan hukumnya apabila ada permintaan dari orang yang dituduh serta diancam dengan hukuman

mati.

Kendati pasal tersebut lebih ditujukan kepada mereka yang bergolongan kewarganegaraan
Eropa/Belanda, karena tidak adanya ketentuan yang mengatur tentang pemberian seorang advokat untuk
membela seorang terdakwa yang berasal dari golongan bumi putera (bangsa Indonesia),'® namun pasal

tersebut tetap menjadi pedoman sebagai tonggak awal pelembagaan bantuan hukum di Indonesia.

Perkembangan bantuan hukum di Indonesia terus berlanjut dengan lahirnya peraturan perundang—
undangan terbaru yang mengatur tentang bantuan hukum, salah satunya adalah Undang—Undang Nomor
16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang dalam konsiderans dan dasar hukum pembentukannya

dapat ditelaah merupakan upaya implementasi dari Hak Asasi Manusia.**

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak alamiah yang dimiliki setiap manusia yang telah ada sejak
ia dilahirkan yang tidak dapat dirampas oleh siapapun. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun
1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia

sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung

" Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Jakarta: Kencana, 2006, him.67.
8 -
Op Cit., him.40.
® Ibid., him.42.
' 1bid., him.44.
1 Lihat ketentuan menimbang dan mengingat dalam pembukaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang
Bantuan Hukum.



tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta
perlindungan harkat dan martabat manusia. Konsep akan kesetaraan dan penghargaan antar sesama
manusia sebagai makhluk yang bermartabat sebagai cikal bakal lahirnya Hak Asasi Manusia (HAM) di
dunia telah lama ada, dimulai dari seorang filsuf berkebangsaan Inggris pada abad ke-17 bernama
Jhon Locke yang merumuskan adanya hak alamiah (natural rights) yang melekat pada setiap diri

manusia yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik.

Konsep tersebut terus berkembang seiring perkembangan zaman hingga lahir Universal
Declaration Of Human Rights (UDHR) atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada
10 Desember 1948 di Paris oleh Perserikatan Bangsa—Bangsa (PBB), dilanjutkan dengan pengesahan
International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) atau Kovenan Internasional tentang Hak—
Hak Sipil dan Politik pada tanggal 16 Desember 1966. Indonesia secara resmi telah meratifikasi kedua
Instrumen HAM tersebut setelah DPR mengesahkan kovenan tersebut menjadi undang—-undang yaitu,
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and
Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak—Hak Sipil dan Politik)*?, sebelumnya Indonesia
telah memiliki undang—undang yang mengatur mengenai hak asasi manusia secara tersendiri yakni
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang di sahkan dan diundangkan pada tanggal 23 September
1999, namun penyelarasan antara peraturan perundang-undangan dengan konsep HAM nampaknya

belum sepenuhnya dilakukan.

Salah satunya adalah dalam Undang—Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

selanjutnya disebut KUHAP, hal ini terlihat dalam Pasal 56 ayat (1) yang mengatur mengenai pemberian

12 Kontras,Laporan HAM Tahun 2006 : HAM Belum Menjadi Adab Politik, Jakarta Selatan: Rinama Antartika cv Graha
Buana, 2007, him. 10.



bantuan hukum secara cuma—cuma oleh negara dengan prasyarat tertentu yang memberikan celah akan

terjadinya pelanggaran—pelanggaran hukum dalam proses peradilan pidana.
Pasal 56 ayat (1) Undang—Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana :

“Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang
diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka
yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai
penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam
proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka.”"?

Pada ayat kedua pasal ini menyatakan bahwa setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak
sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, memberikan bantuannya dengan cuma-cuma. Pemberian bantuan
secara “cuma-cuma” dalam ketentuan ini dapat diartikan sebagai bantuan hukum sebagaimana telah

diatur dalam beberapa undang-undang lain yang telah dijelaskan sebelumnya.

Dalam rumusan pasal tersebut dapat diketahui bahwa, untuk mendapatkan bantuan hukum dalam
hal ini penasehat hukum dari negara harus memenuhi Kriteria-kriteria tertentu yaitu: tindak pidana yang
dilakukan diancam pidana minimal lima belas tahun penjara atau pidana mati, atau bagi orang yang

diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mampu mempunyai penasehat hukum sendiri.

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, tidak ada
ketentuan syarat ancaman pidana yang menghalangi seseorang untuk mendapatkan bantuan hukum,
dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang
miskin (Pasal 1 angka 2), bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi
masalah hukum (Pasal 4 ayat (1)), masalah hukum meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan

tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi sebagaimana terkandung dalam pasal 4 ayat (2).

13 Lihat Pasal 56 KUHAP



Pada Pasal 56 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan
bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum dan negara yang
menanggung biaya perkara pencari keadilan yang tidak mampu, dalam penjelasan pasal ini bantuan
hukum diartikan sebagai pemberian jasa hukum (secara cuma-cuma) yang meliputi pemberian
konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, melakukan tindakan hukum
lain untuk kepentingan pencari keadilan (yang tidak mampu), selanjutnya yang dipersyaratkan untuk
mendapat bantuan hukum adalah pencari keadilan yang tidak mampu yang diartikan sebagai orang
perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu yang memerlukan jasa hukum

untuk menangani dan menyelesaikan masalah hukum.

Dari penjabaran tersebut dapat diketahui bahwa terdapat limitasi atau batasan dalam pemberian

bantuan hukum dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai
berikut:
1. Apakah batasan pemberian bantuan hukum dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP?
2. Apakah pemberian bantuan hukum dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP telah sesuai dengan konsep hak
asasi manusia?
3. Bagaimana hak mendapat bantuan hukum bagi seseorang yang menjadi tersangka atau terdakwa
dengan ancaman pidana dibawah lima tahun yang tidak mampu mempunyai penasehat hukum

sendiri?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:



1. Menjelaskan batasan pemberian bantuan hukum dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP.

2. Menjelaskan kesesuaian pemberian bantuan hukum dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP dengan konsep
hak asasi manusia.

3. Menjelaskan hak mendapat bantuan hukum bagi seseorang yang menjadi tersangka atau terdakwa
dengan ancaman pidana dibawah lima tahun yang tidak mampu mempunyai penasehat hukum

sendiri.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
Penelitian ini diharapkan berguna bagi aparatur dan pihak-pihak terkait dalam penegakan hukum
serta sebagai bahan bacaan bagi siapa saja yang berminat meneliti lebih mendalam topik serupa di
kemudian hari.

2. Manfaat praktis
Manfaat praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk pemerintah

dalam rangka upaya penyelarasan peraturan perundang—undangan secara horizontal.

E. Kerangka Teori

Melalui Pasal 1 ayat 3 Undang — Undang Dasar 1945 Indonesia menyatakan diri sebagai negara
hukum yang berarti bahwa penyelenggaraan negara harus berdasarkan hukum dan sesuai dengan hukum.
Konsep negara hukum yang dianut oleh negara Indonesia berkaitan erat de- gan perlindungan hak asasi
manusia, sebagaimana diketahui bahwa perlindungan hak asasi manusia dan adanya persamaan dalam

hukum (equality before the law) adalah dua dari beberapa pilar utama negara hukum.**

1 Jimly Asshiddiqie, Prinsip-Prinsip Negara Hukum, Dalam “Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana,
dan Hukum Islam Menyambut 73 Tahun Prof.DR.H. Muhammad Tahir Azhary,..., him. 29.



Di Indonesia, jaminan hak atas bantuan hukum sebagai bagian dari hak asasi manusia tecantum
dalam Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa, fakir miskin dan anak-anak terlantar
dipelihara oleh negara. Dengan demikian, negara mengakui adanya hak ekonomi, sosial, budaya, sipil,
dan politik, para fakir miskin. Karena itulah, orang miskin berhak untuk diwakili dan dibela oleh
advokat baik di dalam maupun di luar pengadilan (legal aid) sama seperti orang yang mampu yang
mendapatkan jasa hukum dari advokat (legal service).™

Bantuan hukum merupakan tugas dan tanggung jawab negara dan merupakan hak konstitusional
setiap warga negara. Jaminan mendapatkan bantuan hukum itu tercantum dalam UUD 1945, undang-
undang, serta peraturan pelaksananya. Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum
dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada
kecualinya (Pasal 27 ayat (1) UUD 1945). Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan,
dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD
1945), dengan kata lain setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum tanpa
terkecuali yang meliputi hak untuk dibela (acces to legal counsel), diperlakukan sama didepan hukum
(equality before the law), keadilan untuk semua (justice for all).*

Perlindungan hak asasi manusia merupakan sifat dari hukum acara pidana di Indonesia, yang
berdimensi perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam melindungi hak orang-orang yang dituntut
(tersangka/terdakwa),'” yaitu dengan mengharuskan adanya pendampingan oleh penasihat hukum dari
tingkat penyidikan, penuntutan, dan peradilan sebagaimana ditentukan pasal 54-62 KUHAP, adanya

ketentuan dapat menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan (Pasal 63 KUHAP), hak untuk

> Febri Handayani, Bantuan Hukum di Indonesia, Yogyakarta: Kalimedia, 2016, him.104.

16 H
Ibid.,
Y7 Lilik Muladi, Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya. Bandung : PT Alumni, 2012,
him. 12.



diadili dalam persidangan terbuka untuk umum, mengajukan saksi-saksi dan melakukan upaya hukum
banding atau kasasi (Pasal 64, 65, 67, dan 244 KUHAP).

Selain beberapa pasal diatas ketentuan-ketentuan pasal dalam KUHAP mengatur pula mengenai
asas-asas yang dapat dipahami sebagai upaya perlindungan hak asasi manusia, yaitu:*®
1. Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan

Pada dasarnya asas ini terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman dan penjelasan umum angka 3 huruf e dalam KUHAP. Secara konkret,
apabila dijabarkan bahwa dengan dilakukan peradilan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan
dimaksudkan supaya terdakwa tidak diperlakukan dan diperiksa secara berlarut-larut, kemudian
memperoleh kepastian prosedural hukum serta proses administrasi biaya perkara yang ringan dan tidak
membebaninya.™
2. Asas Bantuan Hukum

Asas bantuan hukum terdapat pada penjelasan umum angka 3 huruf f KUHAP sebagai berikut:
“Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang
semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.”

Asas bantuan hukum juga terdapat dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman yang dirumuskan sebagai berikut:
“Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum”.
3. Equality Before The Law

Yaitu asas perlakuan yang sama bagi setiap orang di depan hukum yang mengandung makna
perlindungan yang sama di depan hukum dan mendapatkan keadilan yang sama di depan hukum dengan

kata lain Hukum Acara Pidana tidak mengenal adanya peraturan yang memberi perlakuan khusus

8 1bid., him.17-18.
¥ 1pid.,hlm.14.



kepada terdakwa sehingga ‘“Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan
orang” sebagaimana ditentukan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan penjelasan

umum angka 3 huruf a KUHAP.?°

Hal-hal tersebut adalah bagian dari upaya terciptanya proses hukum yang adil (due process of law)
yang merupakan sarana terciptanya fair trial dalam sistem peradilan pidana.?* Apabila dikaitkan dengan
sistem peradilan pidana, maka tujuan bantuan hukum secara khusus dalam sistem peradilan pidana
adalah upaya nyata agar sistem peradilan pidana, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, peradilan
sampai dengan pelaksanaan putusan dapat berjalan atau berproses secara adil.??

Berdasarkan uraian tersebut, penulis menggunakan beberapa teori dalam penelitian ini, yaitu:

1. Teori Bantuan Hukum Struktural

Bantuan hukum struktural adalah kegiatan pemberian bantuan hukum yang bertujuan untuk
menciptakan kondisi-kondisi bagi terwujudnya hukum yang mampu mengubah struktur yang timpang
menuju ke struktur yang lebih adil, tempat peraturan hukum dan pelaksanaannya menjamin persamaan
kedudukan, baik di bidang ekonomi maupun politik, yang berarti bahwa pelaksanaan dan pengembangan
hukum harus dilihat dari sudut bantuan hukum struktural yang dilaksanakan dalam konteks membangun

masyarakat yang adil dan makmur.?®

2. Teori Pro Bono Publico
Pro bono publico adalah bahasa latin yang berarti “for the public good” atau bila diartikan dalam

bahasa Indonesia adalah untuk kepentingan masyarakat umum. Dari segi istilah, pro bono adalah suatu

% Ibid.,him.17.

*! Lihat Due Process Model dalam Edi Setiadi dan Kristian, Op.cit.
22 Febri Handayani, Op.cit., him. 114.

% 1bid., him. 14.



perbuatan atau pelayanan hukum yang dilakukan untuk masyarakat umum atau pihak yang tidak
mampu tanpa dipungut biaya.**

Menurut The Law dictionary, pro bono adalah “A latin term meaning for the public good. It is the
provision of services that are free to safeguard public interest.”?® Dari pengertian tersebut dapat
disimpulkan bahwa pro bono adalah pemberian layanan atau bantuan hukum yang diberikan secara

cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu.

3. Teori Equality Before The Law
Yaitu teori yang menyatakan bahwa dalam suatu negara hukum setiap orang memiliki kedudukan
yang sama di depan hukum, yang mengandung makna perlindungan yang sama di depan hukum, dan

mendapatkan keadilan yang sama di depan hukum (tidak ada diskriminasi dalam pelayanan hukum).?®

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

f27

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif<’, yaitu dengan

melakukan penelitian terhadap bahan—bahan pustaka atau data—data sekunder yang selanjutnya akan

2 Tri Jata Ayu Pramesti, “Perbedaan Pro Bono dan Pro Deo”, diakses dari http:www.hukumonline.com pada tanggal
13 maret 2018 pukul 17.30.

% 1bid.,

?® Monang Siahaan, Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana, Jakarta: PT. Grasindo, 2017, him. 88.

%" Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2004, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, PT Raja Grafindo
Persada, Jakarta, hIm. 14. Menurut Soerjono Soekanto, Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan
dengan cara meneliti bahan pustaka. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan ini mencakup:

Penelitian terhadap asas — asas hukum;

Penelitian terhadap sistematika hukum;

Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal,
Perbandingan hukum; dan

Sejarah hukum

PoooTe
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dikaji untuk merumuskan hasil penelitian serta mengambil kesimpulan penelitian dalam hubungannya

dengan masalah yang diteliti.

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian hukum normatif terdapat beberapa pendekatan, pendekatan yang digunakan dalam
penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang dilakukan dengan
mengkaji dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai bantuan

hukum.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan, yaitu dengan
mengumpulkan dan mempelajari literatur-literatur, peraturan perundang—undangan, arsip, karya ilmiah,

dan dokumen—dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian.

4. Bahan Hukum
Sumber bahan hukum yang digunakan adalah berupa sumber data sekunder yang diperoleh dengan
menelusuri bahan hukum secara teliti meliputi:
1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni:
- Norma atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;
- Peraturan dasar, yakni batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan-
ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

- Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bantuan hukum.



2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan
hukum primer, berupa buku-buku, dokumen-dokumen hukum, makalah, jurnal ilmiah, dan
sebagainya.

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi atau petunjuk terhadap
bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus hukum, ensiklopedi, koran, internet dan

sebagainya.

5. Penafsiran Bahan Hukum dan Penarikan kesimpulan

Bahan hukum yang diperoleh akan ditafsirkan secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu bentuk
pengolahan data yang mulanya data tersebut mendefinisikan konsep yang umum, kemudian data
tersebut diolah menjadi suatu data yang ringkas dan sistematis. Selanjutnya penarikan kesimpulan

dilakukan dengan penalaran deduktif.



B. Saran
1. Perlunya sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, antara satu
peraturan dan peraturan yang lainnya khususnya yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia.
2. Mengenai bantuan hukum di Indonesia perlu kiranya dilakukan sosialisasi yang lebih meluas
kepada masyarakat, agar masyarakat mengetahui dan mengerti akan haknya untuk mendapat
bantuan hukum dan mendorong mereka untuk mempergunakan haknya tersebut demi

mewujudkan keadilan dan persamaan di hadapan hukum di Indonesia.
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